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Menimbang :

|BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR !4 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
,. BUPATI MAMUJU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) -

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun) 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan

Bupati tentang Standar Harga Satuan
Tahun Angeran 2021;

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Takin 1959 ‘tentang’
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor

1822);
|2. Undang-Undang Nomor ..28 Tahun | 1999 tentang.

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia }Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembe.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
|

Nomor 47! Tambahan Le.nbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); ;

,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun /2004 tentang .

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia| Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun | 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66} Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-U; dang Nomor 26 Tahun | 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |105, Tambahan
Lembaran| Negara Republik Indonesia Nomeor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun | 2011 _~ tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran .

Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 528%), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahrin 2019 tentang Ferubahan Atas
Undang- ndang Nomor 12 Tahun |2011_ tentang

Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

(Lembarar! Negara Republik Indonesia! Tahun 2019
©

Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 6389);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 °

tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia|, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

x

Indonesia} Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran °

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan| Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang -

Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia| Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Re ublik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan| Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. tentang

—

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan| Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran |Negara Republik
Indonesia fahun |

2019 Nomor 42, Tambahan |Lembaran Negara’

Peraturan|Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang/Jas a Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 18 Nomor 33};
Peraturan |'Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Llembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri.Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ‘(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 319);
Peraturan (Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan} Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik} Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);
Peraturan |Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum..Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun !2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Repubkk Indonesia Tahun 2018|Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman 'Pengelolaan Barang Milik Daerah

’ (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Republik

reside
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 /PMK..02/2019 Tentang
;

|

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan [Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 20 16
tentang embentukan dan Susunan Perangkat

Daerah

Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju
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>

Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Mamuju Nomor 49).

MEMUTUSKAN +

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJUTAHUN ANGGARAN 2021.

|

BAB!
KETENTUAN UMUM

_
Pasal 1

.Pemerintah Daerah ‘adalah Pemerintah Kabupaten Mamiyju,
Yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten. Mamuju

—

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

1

. Daerah
adalah

Daerah Otonomi Kabupaten Mamuju.
. Bupati adalah Bupati Mamuju.
. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju.
.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Mamuju.

. Standar Harga Barang adalah harga satuan unit barang yang
berlaku dilingkup Pemerintah Daerah yang

ditetapkan dalam
Peraturan Bupati.

. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada
waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen
masukan kegiatan.

B7.

. Standar Satuan Harga dan Biaya adalah harga dan biaya

setinggi-tingginya
dari suatu Barang dan Jasa baik secara ..

mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk |

memperoleh|
‘keluaran tertentu dalam rangka penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD _Lingkup
Pemerintah Kabupaten Mamuju.

gS8.

. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana

belanja program dan kegiatan SKPD | sebagai dasar
penyusunan! APBD. ;

9.

BABII
_

STANDAR SATUAN HARGA
Pasal2 -

. Standar Harga Satuan dan Biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasdl 1 tercantum pada Lampiran| I dan il yang .

merupakan|' bagian tidak
~terpisahkan

dari Peraturan
Bupati ini;
Standar Harga Satuan dan Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk Pajak.

Pertambahan Nilai (PPn)
dan

. Pajalk Penghasilan (PPh);
. Standar ‘arga Satuan sebagaimana tercantum pada

°

lampiran I dan II merupakan estimasi yang digunakan untuk -

menyusun jokumen perencanaan (PRA-RKA|dan RKA).

Pasal 3
Dalam hal terj adi perbedaan besaran Standar Harga Satuan dan
Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan Usulan

|

Biaya atau Rinician Anggaran Belanja (RAB) yang diajukan oleh

1.

F
3.



Pengguna Anggaran, Usulan Biaya atau RAB/tersebut dapat
digunakan sepanjang Perhitungan Usulan Biaya. dilaksanakan
secara Profesio dan dapat dipertanggung. jawabkan. dengan
menganut prinsip-prinsip efisien,

bersaing, transparan, dan
akuntabel.

Pasal 4
Dalam hal belum ditetapkan beberapa besaran Standar Harga -

Satuan dan Biaya dalam Pasal 2 ayat (1) maka Rincian.
Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran
dapat digunakan sepanjang perhitungan | usulan biaya
dilakukan secara Profesicnal dan dapat dipertanggungjawabkan

dan akuntabel.
BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5
Dalam hal terdapat perubahanatas Standar Harga Satuan dan ,

Biaya sebagaimana. ditetanpkan. dalam Lampiran. Keputusan. ini,
perubahannya|! ditetapkan oleh Sekretaris [Daerah selaku
Pengelola Barang Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati .

Nomor 91 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Semester II (Dua)
Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap} orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan| Peraturan Bupati ini dengan|penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di} Mamuju_s.
pada tanggal,; 3 juli 2020 .

| BUPATI MAMUJU,

3020
UPATEN MAMUJU

'BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR 15

dengan menganut prinsip-prinsip efisien, verssing, transparan ,

Diundangkaf di Mamuju
pada 3 juh

DAERAH KAB ‘M

SUAIB


